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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dijelaskan 

dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar 1945 (UUD 1945). Ketentuan 

pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah 

negara yang berlandaskan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-

satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan 

bernegara (supremacy of  law). Seluruh warga Indonesia harus patuh dan 

tunduk kepada hukum tersebut, yang bertujuan untuk memberikan 

keadilan, menjaga serta menciptakan keamanan dan ketertiban ditengah-

tengah kehidupan bermasyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

kata hukum sendiri memiliki makna yakni peraturan ataupun adat yang 

mengikat serta mendapat pengukuhan dari pemerintah sebagai penguasa.
1
 

Untuk dapat dikatakan sebagai negara hukum maka hukum itu 

harus diterapkan, ditaati dan dipatuhi oleh siapapun juga tanpa terkecuali 

sehingga terwujudnya negara yang aman, tentram,damai serta sejahtera 

dalam bermasyarakat dan bernegara, atau dalam kata lain hukum itu harus 

ditegakkan. Penegakkan hukum harus dilakukan terhadap siapapun yang 

                                                           
1
C.S.T. Kansil, Dan Chiristine, Kansil, PengantarIlmu Hukum Indonesia, (Jakarta: 

RinekaCipta, 2014), hlm. 31-34 
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melanggar hukum tanpa terkecuali, termasuk juga anak.
2
 Khusus untuk 

pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, anak bukan disebut sebagai 

tersangka atau terdakwa, melainkan disebut dengan anak yang berkonflik 

dengan hukum. 

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana anak terdapat dalam pasal 3 yang berbunyi: Anak yang 

Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak 

yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 

(delapanbelas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3
 Seperti anak 

yang melakukan pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. 

Anak yang melakukan tindak pidana tersebut tidak terlepas dari 

pertanggungjawaban hukum positif terhadap perbuatan yang dilakukannya 

sehingga timbul tugas yang mulia bagi hakim untuk menjatuhkan saksi 

yang sesuai dan tepat bagi anak mengingat anak tersebut masih memiliki 

masa depan yang panjang. Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan 

masalah serius yang dihadapi setiap negara.
4
 

Salah satu instrumen penegakkkan hukum di Indonesia adalah 

Lembaga Kepolisian. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia terdapat 

rumusan 

                                                           
2
Nashriana,  Perlindungan Hukum Pidana, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 

hlm. 11 

 3Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun 2012, 

TLN No. 153 Tahun 2012, TLN  No. 3209, Ps. 3   
4
Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 

hlm.82 



3 
 

 

Mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan 

polisi,termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang 

kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut 

soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan.
5
 Berdasarkan pasal 1 Undang-UndangNomor 2 

tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesia yang dimaksud 

kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan 

lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6
 Dan 

dijelaskan pula didalam ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Tugas 

Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni: 

a. “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. menegakkan hukum; dan 

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat”. 
7
 

Berdasarkan tugas wewenang yang dimilkinya, pihak kepolisian 

berhak untuk merencanakan , melakukan , maupun memberikan program-

program sebagai upaya menanggulangi dan memberantas kejahatan, 

termasuk pula kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak 

                                                           
5
Indonesia, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 

2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168  
6
Indonesia, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 

2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168, Ps. 1.  
7
Indonesia, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 

2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168, Ps. 3.  
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dibawah umur. Kejahatan yang terjadi di palembang seperti pembunuhan 

berencana yang sangat meresahkan para masyarakat. 

Table 1 wilayah Palembang yang rawan akan terjadinya pembunuhan 

berencana 

NO Wilayah 

Palembang 

Tahun 

2016 2017 2018(Maret-Oktober) 

1.  Tangga Buntung 

Wilayah dari Jl. 

Talang Kerangga 

Kecamatan Ilir 

Barat II sampai ke 

Jl,syakyakirti 

(taman purbakala) 

Kecamatan Gandus  

1 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

 

2.  Kertapati 

Jl. Abi Kusno 

Cokro Suyoso 

(Pasar Simpang 

Sungki) Kecamatan 

Kertapati sampai 

ke Jl. Keramasan 

0 

 

 

 

2 3 

3.  Cinde (24ilir) 

Wilayah seputaran 

Jl.Cinde Welan 

Kecamatan Bukit 

Kecil 

2 3 5 

Sumber: Sat Reskrim Palembang  
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Diketahui pada tabel tersebut, perbandingan antara tahun 

2016,2017 dan 2018 daftar wilayah Palembang yang rentan akan 

terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak, kejahatan 

dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak ini 

cukup meningkat. Data tahun 2020  ini diambil dari bulan januari sampai 

dengan bulan oktober, atau hanya dalam waktu 10 (sepuluh) bulan saja 

sudah hampir menyamai, atau bahkan melebihi data pada tahun 2018 dan 

2019 yang terhitung dalam bulan Januari sampai dengan bulan Desember  

atau dalam artian 12 (dua belas) bulan. Kejahatan dalam tindak pidana 

pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak ini meningkat dan 

tentunya perlu upaya efektif dalam penegakan hukum. 

Wilayah Palembang khususnya Cinde mungkin paling banyak 

angka kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak pada 

tabel tersebut, namun di wilayah Palembang lainnya seperti Kertapati dan 

Tangga Buntung sendiri juga termasuk banyak terjadi kasus kejahatan 

dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak. 

Selain itu untuk wilayah Palembang khususnya Kertapati ini sudah cukup 

baik dalam menurunkan angka kejahatan pembunuhan berencana yang 

dilakukan oleh anak. Disini membuat penulis tertarik untuk memilih 

wilayah Palembang karena cukup berhasil menekan angka kejahatan 

pembunuhan berencana. 

Kejahatan yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan 

hukum khususnya di Palembang yang marak terjadi seperti misalnya anak 



6 
 

 

dibawah umur melakukan tawuran hingga merenggut nyawa orang lain, 

komplotan begal yang ternyata masih dibawah umur, sekelompok anak 

dibawah umur yang membawa senjata tajam saat perkelahian yang akhir-

akhir ini sudah sangat mengkhawatirkan tidak hanya warga setempat tapi 

pejalan kaki yang hendak melintas, hingga pembunuhan berencana.
8
 

Berkaitan dengan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak 

menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Hal ini dikarenakan pembunuhan 

berencana yang notabene memerlukan perencanaan yang demikian rupa, 

dapat dilakukan oleh anak. Oleh karena itu Penulis akan memfokuskan 

penelitian mengenai kejahatan ini pada pembunuhan berencana yang 

dilakukan oleh anak.  

Penegakan hukum terhadap pembunuhan berencana yang 

dilakukan oleh anak sudah menjadi tanggung jawab pihak kepolisian 

sebagai aparat penegak hukum. Untuk itu, Kepolisian Resor Kota 

Palembang diharapkan dapat menegakan kejahatan tindak pidana baik di 

Kota Palembang maupun yang lainnya termasuk juga untuk kejahatan 

yang dilakukan oleh anak. 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka penulis ingin 

melakukan penelitian lebih lanjut terhadap kejahatan yang dilakukan oleh 

anak dibawah umurkhususnya yang terjadi di Kota Palembang yang 

                                                           
8
Muchlas Rastra Samara Muksin, Tantangan Bagi Kepolisian Dalam Upaya 

Penanggulangan Kejahatan di Tengah Pandemi Covid-19, Diakses dari 

https://metromerauke.com/2020/05/15/tantangankepolisian-dalam-upaya-penanggulangan-

kejahatan-di-tengah-pandemi-covid-19/. Pada Tanggal 7 Agustus 2021, Jam 21.20 WIB. 

https://metromerauke.com/2020/05/15/tantangankepolisian-dalam-upaya-penanggulangan-kejahatan-di-tengah-pandemi-covid-19/
https://metromerauke.com/2020/05/15/tantangankepolisian-dalam-upaya-penanggulangan-kejahatan-di-tengah-pandemi-covid-19/
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merupakan wilayah hukumKepolisian Resor Kota Palembang yang akan 

dijadikan penulisan skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM 

PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA 

PEMBUNUHAN BERENCANA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA 

PALEMBANG” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka ada beberapa 

permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut. 

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana 

pembunuhan berencana di Palembang? 

2. Apasaja yang menjadi faktor yang mempengaruhi penegakan hukum 

pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di 

Palembang? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, ada pun tujuan penelitian yang 

ingin dicapai oleh penulis sebagai berikut : 

1. Untuk menjelaskan penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak 

pidana pembunuhan berencana di Palembang. 

2. Untuk menganalisis yang menjadi faktor yang mempengaruhi penegakan 

hukum di palembang. 
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D. Manfaat peneletian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

pengembangan penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku 

tindak pidana pembunuhan berencana di Kepolisian Resor Kota 

Palembang, khususnya untuk menyelesaikan dan mendapatkan 

gelar Sarjana Hukum (SH). 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat memberikan informasi 

sebagai landasan kebijakan pengembangan hukum khususnya 

penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana 

pembunuhan berencana di Kepolisian Resor Kota Palembang.Hal 

ini dapat memberikan ide terhadap hukum untuk memperkecil 

kasus tindak pidana apalagi yang berhubungan dengan anak. 

E. Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup penelitian ini lebih dititik beratkan pada penegakan 

hukum pidana anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di 

Kepolisian Resor Kota Palembang. 
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F. Kerangka Teori 

1. Teori Penegakan Hukum 

Teori penegakan hukum adalah suatu proses untuk mempertahankan 

norma hukum yang substantif yang menjadi hubungan hukum dalam 

bermasyarakat sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan berbangsa.
9
 

Menurut pendapat ahli Barda Nawawi perlindungan masyarakat dalam 

penegakan hukum pidana terbagi menjadi empat bagian, yaitu sebagai 

berikut: 
10

 

a. Mayarakat memerlukan perlindungan dari orang antisosial yang 

membuat masyarakat sekitar mengalami kerugian dan mengalami 

rasa takut karna berbahaya. Oleh sebab itu yang harus dilakukan 

dalam penegak hukum adalah upaya dalam menanggulangi sebuah 

kejahatan. 

b. Masyarakat memerlukan perlindungan dari kelakuan berbahaya 

dari seseorang. Oleh sebab itu tujuan penegakan hukum agar 

memperbaiki kelakuan pelaku kejahatan dan membuat efek jera 

agar pelaku kejahatan bias menjadi orang yang lebih baiklagi. 

c. Masyarakat memerlukan perlindungan dari aparat penegak hukum 

yang melampaui kekuasaan dan warga biasa yang menyepelehkan 

sanksi. Oleh sebab itu penegakan hukum pidana harus bias 

                                                           
9
Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, Dikutip dari 

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. Html diakses pada tanggal 10 

Agustus 2021, Jam 13.30 WIB.  
10

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan 

Hukum Pidana, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 12. 

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
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mencegah perlakuan dan tindakan yang semena-mena diluar 

hukum. 

d. Masyarakat memerlukan perlindungan agar kedamaian atau 

keharmonisan dalam kepentingan dan nilai yang terganggu karena 

adanya kejahatan. Oleh sebab itu penegakan hukum harus dapat 

menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, yang kemudian 

mampu menghadirkan rasa cinta damai dimasyarakat. 

Penegakan hukum ini mempunyai dasar yang dapat menciptakan 

penilaian yang bersifat adil dan benar. Dalam proses penegakannya 

seluruh masyarakat harus berkontribusi dalam penegakan hukum, 

bukan hanya para penegak hukum. Meskipun pemerintah yang 

mempunyai pertanggungjawab. 

Menurut joseph Goldstein penegakan hukum dibagi menjadi 3, yaitu: 

11
 

a. Total enforcement, yakni luasnya subjek yang tercakup penegakan 

hukum pidana sesuai dengan rumusan hukum pidana substantif. 

Penegakan hukum ini mustahil untuk diterapkan karena penegak 

hukum memiliki batasan yang erat seperti dalam aturan 

penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dll. 

Kemudian tercipta hukum pidana substantif yang membatasi, 

                                                           
11

Marwan Setiawan, Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja,  (Bogor: Galia 

Indonesia, 2015), hlm. 39 
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contohnya harus ada ketentuan aduan terlebih dahulu agar dapat 

terjadi penuntutan pada delik aduan. 

b. Full enforcement, sesudah adanya batasan subjek yang tercakup 

dalam penegakan hukum pidana total yang telah dikurangkan 

dalam penegakan hukum, maka diminta agar penegak hukum dapat 

bekerja sebagaimana semestinya. 

c. Actual enforcement, joseph Goldstein member pandangan bahwa 

full enforcement adalah ekspektasi yang tidak realistis karena 

terdapat pembatasan waktu personil, alat investigasi, keuangan dan 

lain-lain yang berakibat harus diberikannya diskresi dengan sia-sia 

yang ada sebagai actual enforcement.  

 Proses tindakan yang memiliki sifat sistematis, dalam penegakan 

hukum pidana mengklaim selaku penerapan hukum pidana yang 

terlibat didalamnya sub-sub berkenaan dengan struktur polisi, jaksa, 

pengadilan dan masyarakat serta lembaga penasehat hukum. 

Pandangan hukum mempunyai 3 pandangan, yakni :
12

 

a. Menerapkan hukum dilihat dalam pandangan normatif, yakni 

melukiskan nilai yang bersifat sosial yang berkaitan dengan hukum 

pidana. 

b. Menerapkan hukum ditinjau dalam pandangan administratif yang 

menggambarkan hubungan para penegak hukum. 

                                                           
12

Marwan Setiawan, Ibid. 42. 
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c. Menerapkan hukum pidana dengan susunan sosial, dengan 

pengertian tindakan pidana wajib mempertimbangkan segala 

macam pandangan cara pola berfikir masyarakat. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut 

soerjono soekanto, yakni:
13

 

a. Faktor hukum 

Implementasi hukum dalam praktiknya, pasti ada saja 

ketidakcocokan antara kepastian hukum dan keadilan, karena inti 

dari kata keadilan adalah hal yang bersifat tidak konkret, disisi lain 

kepastian hukum merupakan proses yang telah diperhitungkan 

dengan normatif. 

b. Faktor penegak hukum 

Para penegak hukum dikatakan dapat menjalankan peranan  hukum 

yang  merupakan salah satu hal terpenting dalam penegakan 

hukum. Dapat dikatakan jika peraturan yang dibuat telah baik 

namun disisi lain petugas penegakan hukum tidak baik maka akan 

tercipta suatu konflik. Dengan hal tersebut maka terciptanya suatu 

kata berhasil adalah adanya sikap baik dalam kepribadian diri 

sipenegak hukum. 

 

 

                                                           
13

SoerjonoSoekamto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: 

Raja Grafindo, 2008), hlm. 19 
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c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung 

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin 

penegakan hukum dapat berlansung dengan lancar.Sarana atau 

fasilitas tersebut, diantaranya mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 

memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal 

tersebut tidak terpenuhi, maka tidak mungkin penegakan hukum 

akan berhasil dalam mencapai tujuannya. 

d. Faktor masyarakat 

Masyarakat memiliki peranan dalam hal penegakan hukum Karena 

untuk mencapai suatu cita-cita yang bersifat damai. Masyarakat 

sudah seharusnya sadar akan hukum agar tercipta kedamaian yang 

diinginkan. Namun permasalahan muncul akibat tidak banyaknya 

masyarakat yang patuh akan hukum. Dimana adanya tingkatan 

dalam kepatuhan masyarakat yang menjadi factor berfungsi atau 

tidaknya suatu hukum yang hidup didalam masyarakat. 

e. Faktor kebudayaan 

Kebudayaan menurut soerjono soekanto, mempunyai fungsi yang 

sangat besar bagi manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya 

bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya jika mereka 

berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan 

adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan 
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peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang 

dilarang. 

2. Teori Pemidanaan 

Teori pemidanaan adalah penghukuman yang dimaksud berkaitan 

dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar 

(justification) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang dengan 

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap(incracht 

van gewijsde), dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti 

melakukan tindak pidana.
14

 Secara garis besar teori pemidanaan 

terbagi menjadi dua dan dari penggabungan kedua teori 

pemidanaan tersebut ahir satu teori pemidanaan lainnya. Adapun 

teori pemidanaan yang dijadikan alas an pembenar penjatuhan 

pidana : 

1. Teori absolute atau teori pembalasan ( vergeldingstheorien) 

Teori ini dikenal juga dengan teori mutlak atau teori 

imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-

teori absolute ini, setiap kejahatan harus di ikuti dengan pidana, 

tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat 

pidana karena telah melakukan kejahatan.
15

 Tujuan pemidanaan 

sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas 

                                                           
14

Soetikno, Filsafat Hukum Bagian I, (Jakarta: Pradnya Pramita, 2008), hlm. 67. 
15

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Refika 

Aditama, 2008), hlm. 38 
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bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal 

dengan perbuatan yang telah dilakukan.
16

 

2. Teori relatif atau teori tujuan (doeltheorien) 

Teori ini juga dikenal dengan teori ini menjadikan dasar 

penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga 

ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (nut van destraf). 

Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan 

tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi 

kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, 

memperbaiki, atau membinaskan. Lalu dibedakan prevensi umum 

dan khusus. Prevensi umum mengehendaki agar orang-orang pada 

umumnya tidak melakukan delik. 

G. Metode penelitian 

Metodologi berasal dari Bahasa Yunani, yakni kata “Methodos” dan 

“Logos”. Metodelogi penelitian merupakan ilmu yang membahas tentang 

tata cara atau jalan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, 

memiliki langkah-langkah yang sistematis, meliputi prosedur penelitian 

dan teknik penelitian. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk 

                                                           
16

Djoko Prakoso, Hukum Penintensier di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 

47. 



16 
 

 

menemukan aturan hukum,  prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
17

 

1. Jenis penelitian 

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah tipe “Penelitian Hukum Empiris” atau“ Penelitian 

Lapangan”. Dikatakan hukum empiris karena dikarenakan 

menggunakan fakta-fakta yang diambil melalui wawancara atau 

pengamatan langsung.
18

 

Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis 

yang menitik beratkan perilaku masyarakat yang meliputi 

perbuatan dalam perwujudan atau pernyataan hukum yang hidup 

dan berlaku dalam masyarakat.
19

 

2. Pendekatan penelitian 

a. Pendeketan gabungan (Socio-Legal Approach) 

Pendeketan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

penelitian socio-legal. Topik dalam penelitian socio-legal adalah 

masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan 

hukum, peran lembaga atau insitusi hukum dalam penegakan 

hukum dan sebagainya.
20

 Pendekatan ini dimaksudkan untuk 

                                                           
17

Suratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2014), 

hlm. 32. 
18

Mukti Fajar dan YuliantoAchmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280 
19

Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti. 

20
Peter Mahmud Marzuki, Hukum dan Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group 

2016). hlm. 137. 
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memberikan gambaran mengenai upaya penganggulangan 

kejahatan jalanan atau street crime (anak dibawah umur yang 

membawa senjata tajam) yang dilakukan oleh Kepolisian resor 

kota palembang. 

b. Pendeketan perundang-undangan (statute approach) 

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang 

dilakukan secara menelaah semua peraturan Perundang-undangan 

dan regulasi yang bersangkut paut kepada isu hukum.
21

 Bagi 

penulis pendekatan perundang-undangan ini akan membuka 

kesempatan untuk mempelajari kositensi dalam undang-undang, 

digunakan pendekatan perundang-undangan ini untuk memahami 

tindak pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak. 

c. Pendekatan kasus (Case Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-

kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-

kasus yang ditelaah merupakan kasus yang bersangkutan dengan 

kejahatan jalanan atau street crime (anak dibawah umur yang 

membawa senjata tajam). Untuk itulah, penulis memilih kepolisian 

daerah sumatera selatan untuk dijadikan sebagai tempat 

peneletian.
22

 

 

                                                           
21

Peter Mahmud Marzuki, Ibid. 
22

 Peter Mahmud Marzuki, op.cit  
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3. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Adalah data yang berhasil dari lapangan, data ini dapat diperoleh 

dengan cara wawancara.
23

 Wawancara merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data yang dalam pelaksanaannya penulis dapat 

melakukan wawancara secara langsung kepada pihak Kepolisian 

resor kota palembang dan juga kepada salah satu pelaku tindak 

pidana yang ada dipalembang. 

b. Data Sekunder 

Adalah data yang didapat dengan cara mengambil, mempelajari. 

Membaca, bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini adalah: 
24

 

1. Bahan Hukum Primer, yang berupa Peraturan Perundang-

undangan dan buku-bukutentanghukum yaitu :  

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

b. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia 

c. Buku Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaj 

d. Buku Hukum dan Penelitian Hukum 

e. Buku Perlindungan Hukum Pidana 

f.  Buku Pengantar Ilmu Hukum Indonesia 

                                                           
23

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: 

Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 306 
24

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 

137. 
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2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa hasil 

penelitian, buku-buku, teori hukum, dan pendapat hukum yang 

berkaitan langsung dengan penelitian.
25

 

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primier dan 

bahan hukum sekunder,  bahan hukum tersier berupa literatur, 

dokumen, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, 

media masadan internet untuk menunjang penelitian.
26

 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Kepolisian resor kota 

palembang, Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, 

Kota Palembang, Sumatera Selatan. 

5. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek 

atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi yang 

menjadi target penelitian dari penulisan adalah seluruh 

                                                           
25

Peter Mahmud Marzuki, Ibid 
26

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

(Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 149. 
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pihak yang bersangkutan di Kepolisian Resor Kota 

Palembang. 

b. Sampel 

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimilki oleh pupulasi. Teknik pengambilan sampel 

yang dipilih oleh penulis dalam membuat penelitian ini 

adalah Teknik Purposive Sampling yang artinya merupakan 

sampel yang diambil adalah memang kriteria yang telah 

atau sudah disesuaikan oleh penulis dengan apa yang akan 

diteliti nantinya. 

Sampelnya sebagai berikut :2 (dua) Orang Penyidik Polisi 

Resor Kota Palembang 

6. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi  Lapangan 

Metode pengamatan penelitian lapangan dilaksanakan 

melalui cara wawancara atau tanya jawab yang akan 

dilakukan secara langsung atau tatap muka, guna untuk 

memperoleh informasi ataupun data yang diperlukan. 

 

 

 



21 
 

 

b. Studi Kepustakaan 

Metode pengumpulan bahan pada penelitian kepustakaan 

(library research). Penelitian kepustakaan atau studi 

dokumen meliput studi bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier.
27

 Teknik studi 

kepustakaan dilakukan dengan cara mencari, mengutip, 

membaca, mencatat, menganalisis, dan mempelajari data 

yang berupa bahan-bahan pustaka yang akan dibutuhkan 

dan diperlukan serta berhubungan dengan skripsi penulis. 

7. Analisis Data 

Data-data yang terkumpul nantinya akan diolah dan dianalisis 

secara kualitatif, yaitu menganalis data-data primer dan 

sekunder untuk memperoleh jawaban tentang Penegakan 

hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan 

berencana di Kepolisian resor kota palembang. 

8. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah 

menggunakan metode induktif, yang artinya dengan penarikan 

kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan penjelasan 

secara umum kemudian berkaitan dengan permasalahan yang 

khusus. 

                                                           
27

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Ibid 
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